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Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam mu ‘amalah adalah akad ljarah bi al-
manfaah. ljarah bi al-manfa’ah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah,Seperti
halnya dalam praktek yang dilakukan oleh Pengelola dan Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dalam mengelola pantai lampuuk. Penelitian ini bertujuan untuk
mencari jawaban pokok, bagaimana mekanisme Pengelolaan pantai wisata
Lampuuk yang dilakukan oleh pihak Pengelola dengan Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar, dan bagaimana penetapan harga sewa-menyewa di pantai Lampuuk,
serta bagaimana tinjauan konsep akad ijarah bi al-manfa’ah terhadap penetapan
harga di pantai wisata Lampuuk. Metode yang digunakan adalah metode
kualitatif, yaitu memaparkan data-data yang ada di lapangan kemudian dianalisis
dengan konsep akad ijarah bi al-manfa ‘ah.Hasil penelitian dari pengumpulan data
lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian,
kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pengelola bersepakat
untuk mengikat diri dalam kontrak selama 1(satu) tahun. Penetapan harga sewa
ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah antara kedua belah pihak,
dan pengelola berkewajiban membayar harga sewa setiap tahun. Adapun harga
yang telah ditetapkan bersama saat musyawarah adalah Rp.40.000.000, namun
harga sewa tersebut berubah menjadi Rp.70.000.000 tampa bermusyawarah
kembali dengan pengelola. Praktik yang digunakan di Pantai Wisata Lampuuk
terdapat ketidaksesuaian dengan konsep ljarah bi al-manfa’ah, yang tidak sesuai
adalah adanya penetapan harga dari pihak PEMKAB, karena pihak Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar kurang terbuka dalam penetapan harga sewa. Adapun
prinsip hukum Islam yang telah jelas dilanggar praktik ini adalah transaksi,
seharusnya setiap transaksi harus jelas perjanjiannya agar tidak merugikan salah
satu pihak, dan dalam pelaksanaanya harus sepakat dengan apa yang telah
disepakati bersama. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada pihak



Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar lebih transparan dalam menetapkan harga
pantai wisata Lampuuk kepada Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk dan
harus ada Akta Otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi
WanPrestasi.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan
1 | dilamban 16 b t titik di
gkan bawahnya
z dengan
2 <@ B 17 b z titik di
bawahnya
3 < T 18 g ‘
. s dengan titik .
4 - S di atasnya 19 ¢ g
5 d J 20 o f
h dengan titik .
6 c b di bawahnya 21 c g
7 d kh 22 d k
8 3 d 23 J I
9 3 5 z dgngan titik 24 ] m
di atasnya
10 J r 25 o n
11 J z 26 3 w
12 3 S 27 o h
13 o sy 28 & ’
s dengan titik
14 e ’ di bawahnya 29 ¢ y
. d dengan titik
5] o 4| di bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

vii



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
r1E Fathah dan ya Ai
3 Fathah dan wau Au
Contoh:
s kaifa Js»  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

darkat dan Nama Huruf dan
Huruf tanda

/16 Fathah dan alif Vi
- atau ya
o Kasrah dan ya I
S0 Dammah dan waw U

Contoh:

Jé : Qala

A rama

Ja : qila

Js&  :yagqiilu
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4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkatfatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (¢) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah () diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Juikyida g . raudah al-atfal/ raudatul atfal
5 sialidiaal : al-Madmah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
dalh : Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam mu’amalah adalah akad ijarah.
Menurut Bahasa, ijarah adalah upah, ganti atau imbalan. Sedangkan menurut
istilah syara’, ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ijarah bi al-manfa’ah
merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk
memanfaatkan sesuatu atau pengambilan manfaat dari suatu objek dalam jangka
waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.*

Adiwarman A.Karim mengatakan bahwa pada dasarnya, ijarah
didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan
membayar imbalan nanti. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang
menyewakan kepada penyewa.?

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah Qs. al-Bagarah/2:233

sebagai berikut :

' Ibnu Qutamah, Al-Mughniy, Jilid V, ( Terj, Amir Hamzah ), (Bandung: PT. Toha
Putra), him 399.
2 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figh dan keuangan, (Jakarta: Zikru
Hakim,2003),
him.42.



PRV W NECRNEE, SUMI R ST
B e sk o A 20T &11,a7T, u),au

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun dasar hukum dari Hadis Nabi SAW, Hadis riwayat Abu Daud,

Nasa’l dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata :

B Jo bz LL@J‘L@JM\Jmujchd@w\duuwwdﬁ Ky

a3 el 0 O a5 e s o
Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya;

maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan

memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

(HR.Abu Daud, Nasa’i).

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah bi al-
manfa ah dengan penjelasan seperti berikut :
1. Apabila barang ada di tangan penyewa, maka terdapat dua kemungkinan.

a. Apabila penyewa telah berjalan walaupun sedikit, seperti tukang
jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah jahitan, lalu baju
tersebut koyak, maka upah dengan merta gugur, ini karena hasil dari
pekerjaan itu yaitu baju yang telah dijahit sempurna tidak diserahkan.

b. Apabila penyewa telah berjalan beberapa hari, seperti penyangkut

barang, upah yang harus diberikan setelah kerjanya selesai sesuai



perjanjian. Hal ini dikarenakan upah mengimbangi pekerjaan yang

dilakukan.®

2. Apabila objek yang disewakan sudah ada pada tangan penyewa, seperti

mendirikan sebuah kamar di dalam kamar, maka walaupun pekerjaannya

belum selesai namun dia berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan

pekerjaannya

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak

terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu

perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun ijarah adalah :

1.

2.

3.

4.

Aqid ( pihak yang melakukan perjanjian atau yang berakad )
Ma’qud ‘alaihi ( Objek perjanjian atau sewa ).
Manfa ah

Sighat ( ijab dan Kabul ).*

Dalam hal sewa menyewa barang atau benda yang wujud diisyaratkan

upah harus diketahui jenis, sifatnya, layaknya harga dalam jual beli. Karena ijarah

merupakan akad yang berorientasi keuntungan, dan ketika harga sudah disepakati

maka tidak boleh berubah-rubah lagi selama periode sewa berlangsung.’ Ketika

proses perjanjian ijarah telah sempurna maka kesepakatan itu bersifat tetap

(statusya tidak berubah ).

> Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa- Adillatuhu, ( terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk),
jilid 7, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikih, 2011 ), him.83.

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), him.231.

® Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa- Adillatuhu.., him.41.



Imam syafi’i dan Ahmad mengatakan berlangsungnya akad ijarah bi al-
manfa’ah jika seseorang menyewakan barang, uang sewa dibayar ketika akad
sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan
mengalir selama penyewaan berlangsung.

Ada sebagian ulama Figh yang melarang adanya intervensi harga,
diantaranya lbnu Hazm dan Ibnu Al-Atsir. Menurut kedua ulama tersebut,
pelarangan atas intervensi harga bersandarkan atas Hadis Nabi. Suatu Kkali
masyarakat datang kepada Nabi untuk meminta Nabi menurunkan harga-harga
yang ada di pasar, di mana pada saat itu harga-harga di pasar mengalami
kenaikan. Pada saat itu para sahabat berkata “Wahai Rasulullah tentukanlah
harga untuk kita!”. Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu
harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat
menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena
kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam
(sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual
dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah
menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan
harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu
ketidakadilan (zulm/injustice) yang akan dituntut pertanggungjawabannya
dihadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa pasar adalah laksana orang yang
berjuang di jalan Allah (jihad fiisabilillah), sementara yang menetapkan sendiri

termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari lIbn Mughirah terdapat



suatu riwayat ketika Rasulullah Saw. melihat seorang laki-laki menjual makanan
dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Rasulullah bersabda, “Orang-
orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang yang berjihad
fiisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga
pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah. 0

Lampuuk merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan
Kabupaten Aceh Besar. Objek wisata ini telah mulai dikelola secara tradisional
sejak tahun 1986 sebelum tsunami oleh ikatan mahasiswa lampuuk, namun rusak
parah diterjang badai tsunami pada tahun 2004 lalu. Pada awal tahun 2008 Pantai
Wisata Lampuuk dibangun kembali oleh Pemerintah Aceh Besar dan warga
Lampuuk.

Kawasan Lampuuk terletak di pantai Barat Aceh di ujung pulau Sumatera.
la berada di Kecamatan Lhokga, Kabupaten Aceh Besar. Lokasinya berdekatan
dengan pantai Lhokga dan dapat ditempuh melalui jalur Banda Aceh- Calang
(Aceh Jaya).

Secara Administrasi, kawasan pantai Wisata Lampuuk berada dibawah
kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Namun dalam pengelolaannya
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengadakan perjanjian atau kesepakatan
dengan Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk.

Pada awalnya harga sewa pantai Wisata Lampuuk selama satu tahun
adalah 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat tiga kali bayar.

Pembayaran pertama dilakukan dengan jumlah sepertiga dari harga sewa.

® Said Sa’ad Marthon,Ekonomi Islam (Terj.Ahmad Ikhrom,dkk) , Jakarta: Zikrul Hakim,
2004,him. 84.



Pembayaran kedua pada pertengahan dan yang terakhir pada saat akad ijarah
selesai. Apabila masa kontrak berakhir maka akan diadakan lagi musyawarah
antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Badan Pengelola Pantai Wisata
Lampuuk.’

Praktik yang terjadi di lapangan jauh berbeda dengan konsep yang telah
ditetapkan diawal, karena harga sewa yang telah disepakati bersama
Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) berubah dipertengahan akad perjanjian
menjadi Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga itu memberatkan
pengelola.?

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik
untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan skripsi
yang Dberjudul : “Sistem Pengelolaan pada Pendapatan Pantai Wisata

Lampuuk, Kec Lhokga menurut perspektif Akad ljarah Bi Al- Manfa’ah”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar Belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka
rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah :
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk yang
dilakukan olen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan pihak

Badan Pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk?

” Hasil Wawancara dengan Hamdan, Mukim Gampong Lampuuk. Kec Lhokga, Aceh
Besar pada tanggal 24 Mei 2016.

® Hasil Wawancara dengan Hamdan, Mukim Gampong Lampuuk, Kec Lhokga, Aceh
Besar pada tanggal 24 Mei 2016.



2. Bagaimana penetapan harga sewa-menyewa pengelolaan Pantai Wisata
Lampuuk?
3. Bagaimana Tinjauan konsep Akad ijarah bi Al-manfa’ah terhadap

pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang
ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pengelolaan Pantai Wisata
Lampuuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
dengan pihak Badan Pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk.

2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga sewa-menyewa Pantai
Wisata Lampuuk.

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep Akad ijarah Bi Al-Manfa ah

terhadap Pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk.

1.4 Penjelasan Istilah
Untuk pemahaman yang sempurna serta menghindari kesalahpahaman dan
kekeliruan terhadap judul proposal ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah

yang terdapat pada judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:



1.4.1 Sistem
Istilah sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat
unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.’ Sistem
berasal dari Bahasa yunani yaitu sistem atau suatu kelompok objek- objek atau
satuan- satuan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu
keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta
harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun
oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain.*°
Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu kesatuan.*' Sedangkan dalam kamus Bahasa
Indonesia, Sistem yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan,
sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem yang dimaksud dalam pembahasan ini
yaitu sistem pengelolaan pada pendapatan Pantai Wisata Lampuuk Kecamatan
Aceh Besar menurut perspektif akad ijarah bi al- manfa ah.
1.4.2 ljarah Bi al- Manfa 'ah
Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya meminjam dan memakai, yaitu
pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai
dengan membayar uang sewa.'? Dalam Bahasa Arab disebut ijarah. Secara
etimologi, arti ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama yaitu

memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan

*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum
Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), him. 231.

19 Kamarrudin dkk..,Kamus Istilah Karya Tulis llmiah, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ),
him. 244.

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum
Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), him. 231.

12 Yudianto, Kamus Bahasa Indonesia, ( Bandung : M2S. 2001 ), him. 833.



ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran
penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.
1.4.3 Pendapatan
Pendapatan adalah jumlah uang yang yang diterima oleh perusahaan dari
aktivitasnya, kebanyakan dari penjual produk dan jasa kepada pelanggaan.
1.4.4 Pengelolaan
Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang bermakna mengelola,
mengendalikan, menyelenggarakan, dan menjalankan. sedangkan menurut Prajudi
Atmosudirjo pengelola adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan
tertentu.™
1.4.5 Wisata
Menurut Chulaland bahwa pariwisata adalah gabungan berbagai kegiatan
pada umumnya bidang ekonomi yang langsung berkaitan dengan kedatangan

tinggal dan kegiatan pendatang dinegara tertentu atau daerah tertentu.*

1.5 Kajian Pustaka
Sepanjang yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang
membahas mengenai Sistem Pengelolaan pada Pendapatan Pantai Wisata

Lampuuk Kec. Lhokga menurut perspektif Akad ljarah Bi Al-Manf’a’ah ,

B Yudianto,Kamus Bahasa Indonesia, (Bandung : M2S.2001 ), him.833.
4 Suwardjoko P Warpani, Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah, ( TTB Bandung :
Pustaka Phoenik, 2007) , him.6.
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akan tetapi kemungkinan ada yang serupa. Namun demikian keaslian penelitian
ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun penelitian yang berkenaan dengan ijarah bi al-manfa’ah masih
sedikit yang meneliti dan ditulis oleh mahasiswa, Mahasiswa Fakultas Syariah
terutama jurusan HES, sudah beberapa penelitian yang ditulis antara lain yang
penelitian yang ditulis oleh Fadhhilatussa’dah yang judulnya “ Pembebanan Biaya
Operasional Pasar Aceh Baru Kota Banda Aceh menurut akad ijarah bi al-
manfa’ah”, penelitian ini bertujuan menjawab implementasi akad ijarah bi al-
manfa’ah, serta bagaimana dasar pembebanan biaya operasional pasar Aceh baru
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, serta bagaimana ijarah bi al-manfa’ah
terhadap praktik pembebanan biaya operasional Pasar Aceh baru.

Oleh sebab itu, jelas dilihat bahwa masih sedikit ditemukan pemBahasan
yang mengangkat judul tentang Sistem pengelolaan pada pendapatan pantai

Wisata Lampuuk Kec Lhokga menurut Perspektif Akad ijarah bi al- manfa ah.

1.6 Metodelogi Penelitian

Dalam Penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode
penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif
dari penelitian yang akan diteliti.'

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah
metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata- kata, gambar, dan

angka- angka.'®

> Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi, ( Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2005 ), him. 121.
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1.6.1 Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitisn ysng digunakan dalam pembahasan ini yaitu
(Library research) yaitu penelitian Pustaka (berita, laporan, brosur, buku buku
yang berkaitan) dan (Field research) yaitu penelitian lapangan (Observasi,
wawancara).
1.6.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Wisata Lampuuk Kecamatan Lhokga
Kabupaten Aceh Besar.
1.6.3 Metode Pengumpulan Data
Adapun Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan semua data- data primer
yang akurat yang berhubungan dengan masalah penelitian langsung di lapangan
dengan cara mendatangi Sumber informasi yaitu pengelola Pantai Wisata
Lampuuk.
1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Tehnik Wawancara / Interview, dilakukan dengan cara dialog langsung
secara mendalam dan menyeluruh kepada para informan yang
berwenang dalam sewa menyewa yang sehubungan dengan topik

pembahasan. Maksud mengadakan wawancara antara lain

16 Lexy j. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi, ( Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2010 ), him. 11.
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mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi,, tuntutan, dan
lain-lain. *’
2. Dokumentasi, yaitu suatu tehnik yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data data tertulis yang diambil dari Pantai Wisata
Lampuuk Kecamatan Lhokga Aceh Besar mengenai gambaran umum
lokasi penelitian.
1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan alat
rekam untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data / keterangan
yang berkaitan dengan topik pembahasan.
1.6.6 Langkah-Langkah Analisis data
Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh penulis
untuk mengambil suatu kesimpulan yang aktual. Setelah dilakukan pengumpulan
serta pengolahan data, maka selanjutnya akan disusun laporan akhir dari hasil

penelitian.

1.6 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan rapi, maka peneliti membagi
skripsi ini kedalam empat bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan, di sini diuraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian ilmiah, metodologi penelitian, dan

sistematika pembahasan.

7" Lexy J. Moeloeng, Metodologi..., him. 186.
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Bab kedua membahas tentang pengertian ijarah bi al-manfa’ak dan
landasan hukumnya, rukun dan syarat-syarat ijarah bi al-manfa’ah, konsep ijarah
bi al-manfa’ah, macam-macSam ijarah bi al-manfa’ah, penetapan harga menurut
konsep akad ijarah bi al-manfa’ah dan pendapat ulama tentang ijarah bi al-
manfa ah.

Bab ketiga menjelaskan tentang prosedur dan kontrak kerjasama
pengelola pantai wisata Lampuuk, penetapan harga sewa Pantai Wisata Lampuuk
dan penetapan harga sewa pada Pantai Wisata Lampuuk menurut konsep akad
ijarah bi al-manfa’ah, dan upaya pemerintah dalam mengembangkan Pantai
Wisata Lampuuk.

Bab keempat merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang
berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang

berkaitan dengan permasahan yang dibahas.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS AKAD 1J4RAH BI AL- MANFA’AH

2.1. Pengertian ljarah Bi al- Manfa’ah dan Landasan Hukumnya
2.1.1. Pengertian ljarah Bi al- Manfa 'ah

ljarah berasal dari kata “al- ajru “ yang secara bahasa berarti “al-
‘iwadhu” yaitu pengganti, Dari sebab itulah ats-Tsawadu dalam konteks pahala
dinamai juga al-ajru/upah. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang
berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah
tertentu.’

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam
mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah :

o 3 Ll Cpadl e 535amie oslas dmine SLUE Ly e

Artinya: “dkad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. "2

Jadi maksud arti di atas adalah apabila yang disewakan telah diserahkan

kepada yang menyewa, berhaklah yang menyewakan menerima semua uang

sewanya, sebab ia telah memiliki manfaat dengan terjadinya akad penyewaan

(ijarah), dan uang sewa harus diserahkan kepada yang menyewa. Dan menurut

! Ghufron Ihsan, M.A.dkk, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana,2010), him.277.
2 Abd. Al-Rahman al-Jaziri, Figh ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 111, (Mesir: Maktabah
Tijariyah al-Kubro, 1969). HIm.94-97.

14



15

pendapat mazhab al-Hanafiyyah bahwa uang sewa tersebut berhak diterima
dengan berangsur-angsur. Dan setiap habis diambil manfaat pada suatu hari,
hendaklah dibayar uang sewanya pada hari itu.® Dan mazhab Hanafi menyebutkan
bahwa tidak boleh membayar jasa, untuk amal ketaatan, seperti penggunaan jasa
untuk melaksanakan shalat, puasa, haji, membaca al-Qur’an agar pahalanya
diberikan kepadanya, mengumandangkan azan, menjadi imam shalat, dan
sebagainya. Sehingga mengambil upah untuk pekerjaan di atas juga diharamkan
berdasarkan sabda Rasulullah saw. Sebab, ibadah adalah bentuk pendekatan diri
kepada Allah. Apabila sudah dilakukan, pahalanya menjadi hak orang yang
melakukannya, sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil upah dari orang
atas perbuatan tersebut. Para ulama figh menyatakan bahwa upah yang di ambil
sebagai atas amal ketaatan (ibadah) adalah haram bagi yang mengambilnya.”

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah :
O Vsadl am 5 o oY) dniie Jo 5 Ll Bas

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi
dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan ”3

Jadi maksudnya arti di atas adalah misalnya, seseorang yang menyewa

rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan

sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit, atau yang menyewakan

mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh

¥ Syaikh al-*Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqji,Figh Empat Mazhab,
(Terj, ‘Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung : Hasyimi Press,2001),hlm .298.

* Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 3 ( Terj. Asep Sobari,dkk), (Jakarta: Al-Itishom,
2011), him. 367.

> Abd. Al-Rahman al-Jaziri, Figh ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz II1.,,him.94-97.
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memilih antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Imam Malik berkata,
sebagaimana boleh mengambil upah atas pengajaran al-Qur’an, juga boleh
mengambilnya atas pelaksanaan haji dan azan. Adapun upah atas jasa menjadi
iman. Kecuali digabungkan dengan azan, maka menjadi boleh. Dalam hal ini,
upah diberikan atas jasa azan dan keberadaannya di mesjid, bukan atas shalat
saja.’

3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud

dengan ijarah ialah :

bﬁf}’qa"\%9§‘j@&,l§3>;.es,.a,}wq ‘_;L&J.ic

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.””

Maksud dari hadis di atas membolehkan mengambil upah sebgai imbalan
mengajarkan al-Qur’an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari
perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.?

Nasrun Haroen dalam bukunya Figh Muamalah mengatakan bahwa, lafal
al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah
merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan

hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menyewa jasa perhotelan

dan lain sebagainya.’

® Ibid., him. 370.

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002 ), him.114.

® Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, Jilid 13, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), him.16.

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet Il, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him.228.
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Adiwarman A. Karim dalam bukunya Bank Islam juga mengatakan bahwa
pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau
jasa dengan membayar imbalan tertentu.'®

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ijarah bi al- manfa’ah
merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk
memanfaatkan sesuatu atau pengambilan manfaat dari suatu objek dalam jangka
waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.™

2.1.2 Landasan Hukumnya

Dasar hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau
menjadi pedoman atas suatu permasalahan. Hukum ijarah banyak nash-nash al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-
penjelasan ijma’ para ulama ahli figh serta Qiyas. Semuanya merupakan landasan
hukum Islam untuk menentukan halal dan haramnya, boleh atau tidak boleh, serta
dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syari’at.

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah Qs. al-Bagarah /2:233 tentang

kebolehan ijarah sebagai berikut *2:

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

19 Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 138.

! Ibnu Qutamah, Al-Mughniy, Jilid V, ( Terj, Amir Hamzah ), (Bandung: PT. Toha
Putra), him .399.

'2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo,2002 ), him.116.
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patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian surat Al-Bagarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat
dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat
tersebut menerangkanbahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-
menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti

dari sewa terhadap jasa tersebut.™

A2~ £ 3 2 A P 2., =g, &2 Z- ~ o 4 .1.4 /JE/
<55 ol V) Jedl o= STl Bl ¥ 15 2ol il

Ik

B s o O 15y BTl 43 K o o 2

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu.

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa ijarah yang dilakukan secara
paksaan ataupun dengan jalan yang bathil, maka akad ijarah tersebut tidak sah,
kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara keduanya.

Adapun dasar hukum dari Hadis Nabi SAW , Hadis riwayat Abu Daud,
Nasa’i dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata :

ATy e 0 A0 A I3 Gl Ll Aaais ¢ 31 6 o352 ot (oY @gj 1
i ff sl @& O Gl a1 e 2o

3 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,(Terj.Bahrun Abu Bakar dan Hery
Noer Aly), Semarang: Toha Putra,1993), him.67.
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Artinya : “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya;
maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan
memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau
perak.”(HR.Abu Daud, Nasa’i).™

Hadis tersebut menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-
menyewa tanah, pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman
yang ditanam di tanah yang disewa tersebut Oleh Rasulullah SAW, cara seperti itu
dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut
dengan uang emas dan perak

Sayyid Sabiq juga menambahkan landasan ijma’ sebagai dasar hukum
berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal
disyari’atkan ijarah, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang
membantah kesepakatan ini.'> Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa
karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

Adapun dalil tentang ijarah bi al-manfa’ah dalam hadis adalah sebagai
berikut :

1. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw menyewa seseorang

dari bani Ad-Dail yang bernama Abdullah bin Uraiqith, karena ia

adalah petunjuk jalan yang berpengalaman dan mahir.

4 sayyid Sabig, him.116-117.
> sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 13, him.11.
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2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra.
Bahwa Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah
kepada orang yang membekam beliau.'®

Dengan demikian, dalam ijarah pihak yang satu menyerahkan barang

untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan
pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah
mereka sepakati. Dalam hal ini, ijarah benar-benar merupakan suatu perbuatan
yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian

(akad).

2.2. Rukun dan Syarat ljarah Bi Al-Manfa’ah

ljaran merupakan bagian dari mu’amalah yang sering diaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara
sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan
orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di mana dalam kehidupan,
manusia tidak dapat terlepas lainnya untuk saling melengkapi dan membantu
serta bekerja sama dalam suatu usaha.'” Oleh sebab itu, muamalah menyangkut
hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketentraman,
maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan

yang menyewakan.

18 1bid., him. 364.
7 1bid., him.12.
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Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak
terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu
perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun ijarah adalah :

1. Aqgid ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad ).

2. Ma’qud ‘alaihi ( objek perjanjian atau sewa/imbalan ).

3. Manfa ah.

4. Sighat.'®

Agid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang
menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut ’’Mu’jir” dan pihak
penyewa yang disebut “Musta jir “.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum
artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang
berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu
tidak sah. Mazhab Imam Syafi’i dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat
lagi yaitu, Baligh ( sampai umur dewasa ). Menurut mereka, akad anak kecil
sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. *°

Ma’qud ‘alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang

tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak Mu jir. Kriteri barang

'8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, him.231.
¥ Ibid., him. 19.
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yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya
secara agama dan keadaan tetap utuh selama masa persewaan.?

Rukun ijarah yang terakhir adalah Sighat. sighat terdiri dari dua yaitu iijab
dan gabul. ljab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan gabul
adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. ljab dan gabul boleh dilakukan
secara jelas dan boleh pula secara kiasan (kinayah ).

Dewasa ini perjanjian ijarah lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian
tertulis, oleh karenanya ijab dan gabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam
surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan
gabul dalam betuk kiasan (kinayah ).?

Disamping rukun yang telah disebutkan di atas, ijarah juga mempunyai
syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah
menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-

menyewa.?Maksudnya, bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu
terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.?* Hal ini

senada dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 :

£ @ 2w 2 o 2., =F , 82 2~ ) _ .1"‘ /56/
Ol NI Jadb o=l oSOl Bl ¥ 1l el o
C’ A w _- _ 4//,, - A~
vﬁ.fgaljopoj_g By
2 Ibid., him.19.
2L |bid., him.101.
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Nasrun Haroen, Figh Muamalah, him.230.
Wahbah az- Zuhaili, Al- Figh al-Islami wa Adillatuhu, ( Terj. Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk) Jilid V. (Jakarta: Gema Insani, 1984), him 391.

? sayyid Sabig, Figh Sunnah, him.12.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa ijarah yang dilakukan secara
paksaan ataupun dengan jalan yang bathil, maka akad ijarah tersebut tidak sah,
kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Hal ini juga diungkapkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, bahwa
berdasarkan ayat di atas. Allah melarang Hamba- Nya yang mukmin memakan
harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak
sah dan melanggar syari’at. Allah menyuruh hambanya mencari harta dengan
jalan peniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak
yang bersangkutan.”

Menurut Bahreisy, Iman Malik, Hanafi,dan Iman Ahmad cukup dengan
serah terima barang yang bersangkutan karena sudah menandakan persetujuan
dan suka sama suka.

b. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas

dan transparan.

Didalam suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam
perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang

objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek

%% salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir ), Jilid I1,
(Surabaya: Bina 11mu,1989), him.361.
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haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar ) dan hendaknya si
penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak
disewanya. Disamping itu haruslah jelas tentang masa sewa, Ssaat
lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa
sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan. %

Disamping hal tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah
jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Jika manfaat itu tidak jelas
dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan
menghalagi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad
tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat
manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyelesaian para
pekerja. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang
yang akan disewakan. Jika ada yang berkata” saya sewakan salah satu
dari rumah ini atau salah satu kendaraan ini atau satu pekerja ini “, maka
ini tidak sah karena adanya ketidakjelasan dalam barang yang
disewakan.
2. Penjelasan pada waktu

Penjelasan padawaktu adalah hal yang sangat penting dalam
penyewaan apartemen, rumah, toko, dan dalam penyewaan seorang

perempuan untuk menyusui. Hal ini karena objek akad menjadi tidak

%8 sayyid Sabig, Figh Sunnah, him. 12.
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jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Oleh karena itu
tidak menyebutkan masa waktu akan menyebabkan pertikaian.

c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat

dimanfaatkan kegunaanya menurut Kriteria,realita dan syara’.

Menurut kesepakatan fugaha, akad ijarah tidak dibolehkan terhadap sesuatu
yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata,seperi menyewakan unta yang lepas
dan orang bisu untuk berbicara.

Sebagian para ulama ahli figh ada yang membebankan persyaratan ini.
Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap
(seperti kendaraan) hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak
dapat ditentukan.

Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur
ulama (mayoritas para ulama ahli figh ) menyatakan bahwa menyewakan barang
yang tidak dapat dibagi dalam kedaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah
dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap
itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan
mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu,
sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli.

Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis
transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas
kegunaannya , maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
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Tidak sah penyewaan binatang buronan dan tidak sah pula binatang
yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian
yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena
tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib
ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh
seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar
atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia
termasuk ijarah fasid (rusak ). %’

Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-
hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan,
karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan
dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan bathil. Tidak sah
pula ijarah puasa dan shalat, karena ini termasuk Fardhu’ain yang wajib
dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban. Dengan demikian, kaidah fighiyah
mengatakan, “menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak dibolehkan.”?®
f. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang

bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan
kebiasaan yang berlaku. Dalam untuk sewa rumah atau gaji seseorang
ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti

sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

2T sayyid Sabig, Figh Sunnah, him. 14.
28 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa- Adillatuhu, Jilid V, ( Terj. Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk) ,(Jakarta : Gema Insani, 2011 ). him 397
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Dalam buku Fathul Qarib, dijelaskan bahwa untuk sahnya ijarah
sebagai berikut :

1. Untuk sahnya ljarah bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta
tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat maka tidak sah sewa-
menyewa.

2. Harus adanya ucapan ijab kabul antara kedua belah pihak, lafadznya
yaitu: “ Saya menyewakan rumah ini kepadaku “ dan jawabannya
- “saya terima rumah ini . 2

Namun untuk tercapainya akad-akad yang sah dan mengikat bagi
mereka yang mengadakan akad tersebut secara keseluruhan dapat di lihat
sebagai berikut :

1) Tidak menyalahi hukum syari’at

Hal ini adalah suatu akad (perjanjian) yang telah disepakati leh
para pihak dan bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
syari’at. Sebab perjanjian (akad) yang bertentangan dengan hukum
syari’at bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan
perjanjian (akad) yang bertentangan dengan ketentuan hukum
syari’at,maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.*

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya apa yang hukum telah diakadkan para pihak haruslah

didasarkan oleh kesepakatan para pihak,yaitu masing-masing pihak

2% Syekh Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi’l, Fathul Qarib, ( Terj. Imran Abu Umar ),
Jilid 1,(Surabaya: Menara Kudus, 1992), him. 298.

%0 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, Cet.
I,(Jakarta: Sinar Grafika,1994), him.3.
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harus ridha akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada
pihak lainnya, dengan sendirinya perjanjian (akad) yang diadakan tidak
didasarkan kepada kehendak bebas para pihak yang mengadakan
perjanjian.
3) Harus jelas dan gamblang
Maksudnya apa yang diperjanjikan para pihak harus terang tentang
apa yang menjadi isi perjanjian (akad), sehingga tidak mengakibatkan
kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka
perjanjian di kemudian hari.
Dengan demikian semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak
harus sama dengan apa yang telah mereka perjanjikan. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam surat Al-lsra ayat 34 :
2 AL o mmeg T e s 3E ©
Vybot € 301G gl 150
Artinya: Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.
Demikianlah pembahasan mengenai rukun dan syarat ijarah

sebagaimana telah diatur menurut ketentuan hukum Islam.



29

2.3 Macam-Macam ljarah Bi al-Manfa’ah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah
tersebut. Dilihat dari segi objeknya, para ulama figh membagi akad ijarah kepada
dua macam :**

1. ljarah bil ‘amal, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa.

ljarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama figh, ijarah
jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh
bagunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. ljarah seperti ini terbagi
kepada dua yaitu :

a. ljarah yang bersifat pribadi, seperti pribadi, seperti menggaji seorang

pembantu rumah tangga.

b. ljarah yang bersifat serikat yaitu : seseorang atau sekelompok orang
yang mejual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang
sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

2. ljarah bi al-manfa’ah, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. ljarah
yang bersifat manfaat contohnya adalah :

a. Sewa-menyewa rumah.

b. Sewa-menyewa toko.

c. Sewa-menyewa kendaraan.

d. Sewa-menyewa pakaian.

e. Sewa menyewa perhiasan dan lain-lain.

31 Wahbah az- Zuhaili, Al- Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V,(terj. Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk ), (Jakarta : Gema Insani Darul Fikih, 2011) .hIm. 759-761.
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Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan
manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama
figh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.*

Menururt Ascarya dalam bukunya Akad dan produk syari’ah, dalam
hukum Islam ijarah dibagi dua yaitu :

1. ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut
ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.

2. ljarah yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu
kepada orang lain dengan imbalan sewa.®

Sedangkan Menurut Ali Hasan, ijarah dapat dibagi ke dalam dua
macam Vyaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat
pekerjaan.

1. ljarah yang bersifat manfa ah

ljarah yang bersifat manfa’ah adalah setiap objek yang dijadikan
barang untuk penyewaan dapat dimanfaatkan dan manfaat tersebut
dibolehkan syara’ seperti sewa menyewa toko, mobil untuk dikendarali,

rumah untuk ditepati, pakaian pengganti dan perhiasan.

%2 \Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa- Adillatuhu, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk),
jilid 7,(Jakarta : Gema Insani Darul Fikih, 2011 ), him.759-761.

%% Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007 ),
him.99.

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo,2004), him.229.
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2. ljarah yang bersifat pekerjaan

ljarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Apabila orang yang dipekerjakan

itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan menjadi

tanggung jawabnya. ljarah semacam ini dapat dicontohkan seperti buruh

bangunan, tukang jahit, atau yang bersifat pribadi seperti tukang kebun,

satpam.®

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan Figh Sunnah, ijarah bi

al-manfa’ah dibagi kepada 3 macam yaitu :

1. Sewa-menyewa tanah

Meihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai
agama yang memboehkan persewaan tanah dengan prinsip
kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa
yang menyewakan sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan
tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan,
Islam mengatur berbagai hal mengenai persewaan tanah agar
terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak
yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.*

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, harusah disebutkan

secara jelas tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian,

%5 M.Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, him.229.
% sayyid Sabig, Fikih Sunnah, him.24.
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mendirikan tempat tinggal atau mendirikan bangunan lainnya yang
dikehendaki penyewa.
2. Sewa-menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan
dengan jelas waktu penyewaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk
alat pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya.
3. Sewa-menyewa toko dan rumah

Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya
dengan cara berdagang. Tidak semua orang bias mempunyai toko
pribadi, tetapi bila seseorang berkeinginan untuk meningkatkan taraf
hidupnya dengan cara berdagang. Islam memberikan kemudahan
dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk dijadikan

tempat usaha atau sebagai tempat tinggal.*’

2.4 Konsep Akad ljarah Bi Al manfa’ah

Akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu
transaksi dalam mu’amalah Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas
darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa baik
dalam skala besar maupun kecil. Imam Syafi’i dan Ahmad mengatakan

berlangsungnya akad ijarah bi al-manfaah jika seseoarang menyewakan barang,

%" Sayyid Sabid,Figh Sunnah, him.26.
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uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain,
manfaat barang yang dijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.*®

Dalam hal sewa menyewa barang atau benda yang wujud diisyaratkan
upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam jual beli.
Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, dan ketika harga
sudah disepakati maka tidak boleh berubah-rubah lagi selama periode sewa
berlangsung.®® Ketika proses perjanjian ijarah telah sempurna maka kesepakatan
itu bersifat tetap. Masing-masing pihak yang mengadakan akad tidak berhak
membatalkan akad seacara sepihak kecuali ditemukan cacat.*

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan “mu jir”,
sedangkan penyewa disebut “Musta’jir” dan benda yang disewakan disebut
"Ma’jur”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “gjran” atau “ujrah”.*
Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian yang didasarkan
pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu setelah berlangsung akad, maka para
pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (mu’jir) berkewajiban
menyerahkan barang (ma jur) kepada penyewa (Musta’jir) dan pihak penyewa
berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah). Dalam arti luas, ijarah bermakna
suatu akad yag berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam

jumlah tertentu.

%8 Hendi Suhendi,Figh Muamalah, him. 121-122.

% Wahbah az- Zuhaili, Figh Imam Syafi’i, (Terj. Muhammad Afifi ,dkk ) ( Jakarta:
Almahira, 2010), him.41.

“Ibid., hIm.39.

*1 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, Cet I, ( Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), him.3.
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Dalam sewa-menyewa barang, musta jir dibolehkan menyewakan lagi
barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai
dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan toko untuk
berjualan baju, ketka akad dinyatakan bahwa toko itu disewa untuk berjualan baju,
kemudian toko tersebut disewakan lagi dan timbul musta jir kedua, maka toko itu
pun harus digunakan untuk berjualan baju. Harga penyewaan yang kedua itu
bebas-bebas saja, boleh lebih besar,lebih kecil, atau seimbang.*?

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung
jawab adalah pemilik barang (mu ’jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat
dari kelalaian musta jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda akibat kelalaian
musta jir maka yang bertanggungjawab adalah musta jir itu sendiri, misalnya
menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada
tempat yang layak.*?

ljarah adalah jenis akad yag lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran,
kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

ljarah akan menjadi batal( fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1 Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan

penyewa.

2 Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan

sebagainya.

2 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada,1993), him. 92.
* Ibid., him.92.
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3 Terpenuhnya barang yang diupahkan (ma ’jur alaih),seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan. Serta pendapat menurut Hanfiyah, boleh
fasakh kemudian dangangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan
menfasakh sewaan itu.**

Sedangkan menurut para ulama akad ijarah akan berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah brakhir,
apabila rumah yang disewakan, maka rumah itu dikembalikan kepada
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseoarang,
maka ia berhak menerima upahnya.

2. Objek ijarah hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang
dijahit hilang. Kedua hal ini telah disepakati pleh para ulama figh.*

3. Wafatnya orang yang berakad, karena akad ijarah tidak boleh
diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal
dengan meninggal salah seorang yang berakat, karena manfaat.
Menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli,
yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang

sewaan. jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada
pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib
menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia
wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman,

kecuali bila ada kesulitan untuk menghilngkannya. Sedangkan Mazhab Hambali

** Sayyid Sabig, Figh Sunnah, him.175.
** Wahbah az- Zuhaili, Figh Islam wa- Adillatuhu, him.791.



36

berpendapatan bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan
barang sewaan dan tidak mesti mengembalikan untuk menyerah terimakan barang
sewaan tersebut, seperti barang titipan.*

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang
mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya
memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai
pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan
kemurahan hati. Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak
(penyewa dan yang menyewakan).

Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim
dalam segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah utuk tidak
saling menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa-
menyewa merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak,

sehingga untuk berlaku adil dan saling menghormati.

2.5. Penetapan Harga menurut konsep Akad ljarah Bi Al manfa’ah.
Penetapan harga dalam Figh Muamalah dikenal dengan ras’ir. Adapun
yang dimaksud dengan tas 'ir yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan
oleh pemerintah atau yang berwenang, untuk disosialisasikan secara paksa kepada
masyarakat dalam jual beli.
Tas’ir merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat

Islam. Pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan

*® Habib Nazir,dkk, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari‘ah, (Bandung: Kaki
Langit, 2004), him.246.
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wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah
telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan
menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-
kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar
yang sehat.*’

Ibnu Qudamah, lbnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah membagi
penetapan harga kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang zalim dan
penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang zalim adalah penetapan
harga yang dilakukan oleh Pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar
dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga
yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga
yang cukup tajam disebabkan ulah pedagang. Akan tetapi sikap pemerintah dalam
penetapan harga itu pun harus adil dengan memperhitungkan modal, resiko,
transportasi dan keuntungan pedagang.

Menurut fugaha, ras’ir (penetapan harga) terhadap suatu barang oleh
pemerintah boleh dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak

2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam
menentukan harga komoditas dagangan mereka

3. Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil

4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan

menunjuk para ahli ekonomi.

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 14-15.
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5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan
modal dan keuntungan para pedagang

6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap
pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok
barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.

Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus

membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu

Pada dasarnya tas'ir (penetapan harga oleh Pemerintah) tidak dibolehkan
karena mengekang kebebasan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi.
Apabila mekanisme pasar dan harga (market and price mecanism) berjalan
dengan lancar, Pemerintah hanya bertindak sebagai pengontrol tanpa ikut campur
dalam penetapan harga.

Akan tetapi, apabila keadaan tersebut sudah terbalik, artinya pihak yang
dirugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, pemerintah harus ikut
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk
mencapai kemaslahatan umat.*®

Pada saat itu para sahabat berkata “Wahai Rasulullah tentukanlah harga
untuk kita!”. Beliau menjawab, “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga,
penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui
Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman

dalam hal darah dan harta.”

“8 1da Fitriana, Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam, (Banda Aceh: PeNa, 2012),
him. 96.
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Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam
(sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual
dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah
menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan
harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu
ketidakadilan (zulm/injustice) yang akan dituntut pertanggungjawabannya
dihadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa pasar adalah laksana orang yang
berjuang di jalan Allah (jihad fiisabilillah), sementara yang menetapkan sendiri
termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibn Mughirah terdapat
suatu riwayat ketika Rasulullah Saw. melihat seorang laki-laki menjual makanan
dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Rasulullah bersabda, “Orang-
orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang yang berjihad
fiisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga
pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah. 49

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberi mutual
goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan.
Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian yang penting dalam pasar
adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan
(transparancy), dan keadilan (justice). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang
kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Alquran.
Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-

praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.

*9 Said Sa’ad Marthon,Ekonomi Islam, ( Terj. Ahmad Ikhrom,dkk), (Jakarta: Zikrul
Hakim,2004),him. 84.
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Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan
transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan
kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam
bertransaksi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasul dalam beberapa hadis.
Selain aturan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang harus
dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar :

1. Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan
oleh orang lain, jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah
dilakukan orang lain.

2. Jangan menjadi orang yang gila akan harta benda.

3. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan.

4. Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita
sendiri.

5. Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan
kemudlaratan bagi kehidupan masyarakat.

Kasih sayang, kejujuran, Ikhlas, larangan penipuan dan ikhtikar merupakan
etika dasar yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi. Hal itu untuk
menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun kebutuhan
dasar masyarakat.

Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan
keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, di mana pembeli
diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga

intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini.
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Allah berfirman dalam surat An-Nisa’: 29 yang artinya : ”Hai orang-orang
yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan suka sama suka ,rela
sama rela’.
2.6. Pendapat Ulama tentang Konsep ljarah Bi Al manfa’ah.
ljarah mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini
dapat dilihat pada berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber
dari Alquran, hadis , ijma’ dan giyas. Menurut pendapat para ulama ijarah atau
sewa-menyewa barang dibolehkan. *°
Menurut lbnu Rusyd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid mengatakan
sewa- menyewa dibolehkan menurut seluruh para fugaha segenap daerah serta
generasi pertama, dikisahkan dari al- Asham dan Ibnu Aliyah. Adapun syubhat
orang yang melarang sewa-menyewa adalah bahwa tindakan saling mengganti
hanya didapatkan pada penyerahan harga dengan diserahkannya barang seperti
keadaan yang ada pada barang-barang yang diraba, sedagkan manfa’ah yang ada
dalam sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada.maka hal tersebut
merupakan penipuan dan termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada. Fugaha telah
bersepakat tentang keboleha menyewakan rumah, kendaraan (hewan),dan jasa
yang tidak dapat dilarang (mubah)
Mengenai kebolehan sewa menyewa manfa’'ah , menurut Syafi’i dan

Malik mensyaratkan agar manfa’'ah mempunyai nilai secara mandiri. Karena itu,

%0 Hashi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam (Tinjauan Antar Mazhab),(
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 428.



42

tidak boleh menyewakan apel untuk dicium, atau makanan sebagai penghias toko,
Karena manfa'ak ini tidak mempunyai nilai secara mandiri ( independen).>

Hal ini juga diungkapkan oleh Ulama Figh akad ijarah tidak berlaku bagi
pepohonan untuuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda),
sedangkan akad ijarah itu hanya berlak kepada manfa ‘ak saja.>

Menurut Mazhab Asy Syafi’l dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil
upah sebagai imbaln mengajarkan al-Qur’an dan ilmu, karena ini termasuk jenis
imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan pengimbalan utuk mengajarkan al-Qur’an dan
penagajaran dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu
boleh.*®

Menurut pendapat Malik dan Ahmad akad ijarah (sewa-menyewa) harus
dikerjakan oleh kedua belah pihak. Tidak boleh salah seorang sesudah akad yang
shahih itu membatalkan, walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu
yang memasakhkan akad, seperti terdapat cacat pada benda yang disewa.
Transaksi sewa-menyewa harus dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad
penyewa dan yang menyewa. Apabila dilakukan oleh sebelah pihak maka akad

tersebut batal karena dapat mengakibatkan cacat benda yang disewakan.>*

5! |bnu Rusyd..,, him.75.

%2 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Figh Muamalah), him.228.

5% Sayyid Sabig, him.16.

> Hashi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam (Tinjauan Antar Mazhab), him. 428.



BAB TIGA

SISTEM PENGELOLAAN PADA PENDAPATAN PANTAI
WISATA LAMPUUK KEC. LHOKGA MENURUT AKAD
IJARAH Bl AL-MANFA’AH

3.1. Prosedur Kerjasama dan Mekanisme Penetapan harga sewa Pengelolaan
Pantai Wisata Lampuuk.

Kontrak kerjasama pengelolaan Pantai Wisata Lampuuk di tandatangani
pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2016.
Kontrak ini merupakan pengelolaan kawasan Pantai Wisata Lampuuk Kabupaten
Aceh Besar, persetujuan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
dengan Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk. Pemerintah Aceh Besar dalam
hal ini diwakili oleh Drs. Sulaimi,M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar yang bertindak untuk
dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak pertama.’
Sedangkan Hamdan Hasyem selaku Imum Mukim Lampuuk Kecamatan Lhokga
yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.?

Dalam pengelolaan objek Wisata Pantai Lampuuk, imum mukim
membentuk suatu badan pengelola pantai wisata lampuuk dengan pengurusnya
adalah imum mukim, para keuchik dan para pemuda gampong dan semua

kegiatan pelaksanaannya adalah untuk menjaga kebersihan pantai, keamanan bagi

! Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.

’Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.
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pengunjung yang mandi dan keamanan darat serta mengkoordinir tiket masuk
kunjungan wisata.®

Secara geografis posisi lokasi pantai wisata Lampuuk terletak di pantai
Barat Aceh di ujung pulau Sumatera.la berada di kecamatan Lhokga, Kabupaten
Aceh Besar milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Lokasinya berdekatan
dengan pantai Lhokga dan dapat ditempuh melalui jalur Banda Aceh- Calang (
Aceh Jaya).

Sebelum perjanjian disahkan, terlebih dahulu pengelola (Imum mukim)
mengajukan permohonan kontrak ke Dinas Pariswisata Pantai Wisata Lampuuk
secara swakelola, semua aturan pengelolaan objek wisata Lampuuk dapat
bekerjasama dengan baik antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dengan Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, sehingga saling
menguntungkan antara kedua belah pihak sesuai prinsip musyawarah dan
mufakat.”

Dalam perjanjian kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan
Pengelola pantai wisata Lampuuk bersepakat untuk mengikat diri dalam kontrak
selama 1 (satu ) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2016 sampai
dengan 31 Desember 2016.> Perjanjian pengelolaan dengan membayar kontrak

atau uang sewa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk periode 1

® Data diperoleh dari Permohonan Pengelolaan Objeck Wisata Lampuuk;
No.30/ML/VI11/2011.

* Data diperoleh dari Permohonan Pengelolaan Objeck Wisata Lampuuk;
No.30/ML/V111/2011.

% Hasil Wawancara dengan Hamdan, Mukim Gampong Lampuuk, Kab Aceh Besar,
pada tanggal 20 februari 2017.
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januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.° Berikutnya akan
dimusyawarahkan kembali antara pihak pertama yaitu Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dengan pihak kedua yaitu Badan pengelola pantai wisata lampuuk
(imum mukim, para geuchik, dan kepemudaan) .’

Tujuan penetapan harga kontrak atau harga sewa dalam perjanjian
kerjasama pengelolaan kawasan objek wisata lampuuk Kecamatan Lhokga adalah
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Aceh Besar.
Oleh karena itu, pengelola pantai wisata Lampuuk Kecamatan Lhokga harus
bekerja secara professional.

Dalam mengelola pantai wisata Lampuuk masing-masing pihak
mempunyai tugas masing-masing dan tanggungjawab tersendiri. Pihak pertama
mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. Menunjuk petugas untuk mengawasi, memeriksa dan membantu serta
mengambil  tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan
penyelenggaraan kepariwisataan tersebut.

b. Mengadakan evaluasi terhadap tanggungjawab pengelolaan berikutnya
bila diperpanjang kontraknya.

c. Pembenahan dan mengembangkan fasilitas yang telah ada.

d. Pengembangan objek lainnya dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
Pihak kedua juga mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti halnya

pihak pertama :

® Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.

" Hasil wawancara dengan Ruli Hafidhat, SE, MM., Bagian Kasi Pemasaran dan Promosi
Produk Wisata, pada tanggal 28 juli 2017.



46

Ketua dan wakil, ketua bertugas menggerakkan seluruh roda organisasi
badan pengelola pantai Lampuuk.

Sekretaris, badan pengelola pantai wisata lampuuk yang mempunyai tugas
dan melaksanakan fungsi administrasi umum penyediaan tiket masuk,
parkir, izin lokasi serta promosi.

Bendahara, yang mempunyai tugas mengumpulkan dana dan menyalurkan
serta mengeluarkan atas persetujuan ketua badan.

Urusan loket, menentukan dan menetapkan petugas loket dan melakukan
koordinasi dengan ketua pemuda gampong untuk petugas jaga.

Urusan keamanan, tugas menyelesaikan persengketaan adat mukim,
dipimpin oleh imum mukim guna mneyelesaikan perkara dengan dibantu
oleh petugas keamanan laut dan keamanan darat.

Keamanan laut, yang mempunyai tugas memantau dan menjaga para
pengunuung yang mandi dan dibantu barisan banana boat.

Kemanan darat, melakukan pengamanan mulai dari pengutipa sampai
dengan sepanjang pantai serta mengingatkan para pengunjung batas-natas
pemandian yang berbahaya.

Kebersihan, mempunyai tugas mengajak bersama-sama pedagang masing-
masing menjaga kebersihan local/area tempat berjualan. Pemuda yang
tidak bertugas atau terlibat pada loket masuk ketempat tujuan wisata agar

tidak diizinkan melakukan aktifitas loket.
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Pengawas memberi masukan saran dan pertimbangan untuk kegiatan

pantai supaya tidak terjebak pada pelanggaran syariat islam.®

Batas waktu kerjasama pengelolaan ini mulai berlaku dan mengikuti kedua
belah pihak dari awal 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, sampai
tahun 2017 harga sewanya Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah ) setiap tahun
dan setiap tahun nilai kontrak dievaluasi.’

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat memahami dalam mengelola
pantai wisata lampuuk imum mukim membentuk suatu badan pengelola pantai
wisata lampuuk yang berkedudukan di pantai Lampuuk.Badan pengelola Pantai
wisata Lampuuk sebagai badan yang berada dibawah Imum mukim, Kepemudaan
dan para geuchik dalam kemukiman Lampuuk.

Dalam mengelola Pantai wisata Lampuuk terlebih dahulu melakukan
kontrak kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Pengelola
Pantai Wisata Lampuuk pada penetapan harga sewa pantai wisata lampuuk, yaitu
pengelola berkewajiban membayar harga sewa setiap tahun sebagai imbalan atau
jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh Besar dengan

kesepakatan saat musyawarah dilakukan.

® Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.

° Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.
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Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan harga sewa
sebagai usaha untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Di samping itu
juga dapat memperlancar dan memuaskan usaha pengelola, Untuk menciptakan
pelayanan yang memuaskan maka pihak Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar
mengeluarkan peraturan bagi para pengelola supaya membayar uang sewa.

Berdasarkan keputusan bersama antara Badan Pengelola Pantai Wisata
Lampuuk dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, penetapan harga pada tahun
pertama harga kontrak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah ) untuk periode 1
januari 2016 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2016.%°

Pembayaran uang sewa dari Pengelola kepada Pemerintah dibayar dalam
tiga tahapan. Tahap 1 (satu) dibayar pada Triwulan 1l (dua) tahun 2016
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), tahap 2 (dua) dibayar pada
Triwulan 11 (tiga) tahun 2016 Rp. 25.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)dantahap
3 (tiga) dibayar pada Triwulan IV (empat) tahun 2016 Rp.20.000.000,- (Dua
puluh juta rupiah). Apabila akad sudah selesai, maka harga kontrak akan
didiskusikan kembali untuk tahun berikutnya dengan bermusyawarah antara
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk.**

Kesepakatan ini merupakan suatu tanggungjawab yang diberikan kepada
seseorang dan harus dilaksanakan, begitu juga dengan dibebankan harga kontrak

yang telah disepakati bersama antara Badan Pengelola dengan Dinas Pariwisata.

19 Hasil Wawancara dengan Muliadi , Bendahara Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8
juni 2017.

! Data diperoleh dari Surat Perjanjian ; No. 04/ PRJ/ 2016, Pengelolaan Objek Wisata
Pantai Lampuuk, Kec.Lhoknga, Periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016.
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Kenaikan harga kontrak dilihat pada pendapatan tiket perbulan, apabila
dalam sebulan pendapatan pada tiket bertambah maka Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar mengusulkan kenaikan harga kontrak pada tahun berikutnya dengan
bermusyawarah terlebih dahulu dengan Badan Pengelola. Penggunaan dari hasil
tiket digunakan untuk membayar gaji Pengelola, guru TPA, TK, dan kebutuhan
lainnya.*Semua biaya dari kegiatan kemukiman Lampuuk ditanggung oleh pihak
Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk dan biaya tersebut diambil dari hasil
penjualan tiket sehari-hari.*?

Selama masa kontrak 1 (satu) tahun, harga kontrak akan dimusyawarahkan
selama setahun sekali dikantor Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Jantho. Selama
1 (satu) tahun ini pantai wisata Lampuuk di kelola oleh kemukiman Lampuuk dan
tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tampa sepegetahuan kedua
sebelah pihak.*

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nazmi A Hamid selaku sebagai
Sekretaris Gampong Pantai wisata Lampuuk dan beberapa temannya, misalnya
mengancam dan akan mengambil tindakan kasar apabila pantai wisata Lampuuk
di pindahtangankan kepihak lain tampa sepegetahuan para pengelola pantai wisata
Lampuuk. Sedangkan pantai wisata Lampuuk masih dalam masa kontrak mukim

Lampuuk.'®Seharusnya setiap transaksi harus jelas perjanjiannya supaya tidak

'2 Hasil Wawancara dengan Amri Hanafiyah, Wakil Ketua Pengelola Pantai Wisata
Lampuuk, 8 juni 2017.

3 Hasil Wawancara dengan Hamdan, Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8 Juni 2017, di
Lampuuk.

' Hasil Wawancara dengan Hamdan, Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8 Juni 2017, di
Lampuuk.

13 Hasil Wawancara dengan Hamdan, Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8 Juni 2017, di
Lampuuk.
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merugikan sebelah pihak. Dan harus saling suka sama suka diantara kedua belah
pihak.

Misalnya dikatakan, “saya sewakan mobil ini selama 1 bulan dengan harga
sewa Rp. 1.000.000”.Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat
saja harga sewanya berubah.Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga
sewa dua Kkali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar
setengah harga sewa sebelumnya tergantung kesepakatan antara kedua belah
pihak, si penyewa dan yang menyewakan.Namun dalam periode pertama yang
sudah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Mekanisme penerapan
harga sewa adalah jalan yang terbaik karena dapat memperlancarkan usaha
pengelola.'®

Dalam penetapan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
antara Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk dan Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar , pada saat berlangsungnya perjajian pihak Pemerintah Aceh Besar dengan
tiba-tiba mengubah secara sepihak tampa bermusyawarah terlebih dahulu dengan
pengelola pantai wisata Lampuuk, dimana penetapan harga didalam kontrak
awalnya adalalah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian diubah
menjadi Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).*’

Setelah pengelola membayar uang kontrak kepada pemerintah maka uang
tersebut diserahkan kepada kas daerah, selebihnya dari penghasilan uang tiket

akan digunakan untuk membayar gaji pengelola, santunan anak yatim, dan

'® Hasil Wawancara dengan Hamdan, Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8 Juni 2017, di
Lampuuk.
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pembagunan mesjid. Di satu sisi uang tersebut sangat bermanfaat untuk
meningkatkan tenaga kerja yang ada di pemukiman Lampuuk, yang sebelumnya
tenaga kerja diperoleh dari keluarga terdekat, tapi sekarang semuanya
mendapatkan pekerjaan.®

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pantai Wisata
Lampuuk,dapat dinyatakan bahwa praktik yang di lakukan tidak sesuai dengan
konsep ijarah bi al-manfa’ah karena pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
kurang terbuka dalam penetapan harga sewa untuk menambah Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Dalam praktik sewa menyewa ini juga terdapat unsur
ketidakrelaan dan ketidakjelasan pada pengelola dalam penetapan harga sewa

yang telah di sepakati bersama, dan berubah secara tiba-tiba dari sebelah pihak.

3.2. Tinjauan Konsep Akad ijarah Bi al-manfa’ahterhadap Penetapan
Harga Pantai Wisata lampuuk.

Berbicara tentang konsep akad ijarah Bi al-manfa’aks yang merupakan
salah satu bagian dari mu’amalah dan ketika membahas tentang mu’amalah tidak
akan terlepas dari kaidah-kaidah syara’ yang telah ditetapkan oleh ulama
terdahulu.

Dalam hokum Islam ijarah dibolehkan, karena ijarah Bi al-manfa’ah
adalah menjual manfaat dan upah mengupah dan setiap sewa menyewa harus ada
pertularan antara manfaat dengan manfaat lainnya. Apabila yang di sewa itu

berupa barang maka uang sewanya di bayar ketika akad sewa terjadi kecuali bila

'® Hasil Wawancara dengan Hamdan, Pengelola Pantai Wisata Lampuuk, 8 Juni 2017, di
Lampuuk.
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dalam akad ditentukan lain manfaat yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan
berlangsung dan apabila yang di sewa adalah pekerjaan maka kewajiban
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.*®

Menurut Abu Hanifah, sewa menyewa wajib diserahkan secara berangsur
sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sedangkan menurut Malik dan Ahmad
akad ijarah (sewa-menyewa) harus dikerjakan oleh kedua belah pihak, maka ada
penyewa dan ada yang menyewa. Apabila dilakukan oleh sebelah pihak maka
akad tersebut batal karena dapat mengakibatkan cacat benda yang disewakan.?

Menurut Imam Syafi’i dalam buku Ringkasan Kitab Al-Umm,
sewa menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan
adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lain. Beliau juga
menambahkan bahwa penerima sewa menyewa yang wajib atas barang yang
menyewa adalah membayar harga sewa, kepadanya diserahkan sesuatu yang dapat
diambil manfaatnya. Jika tempat tinggal yang disewa,maka yang diserahkan
adalah tempat tinggal sehingga yang menyewa dapaat mengambil maanfaat
sampai kepada masa yang di isyaratkan. Tidak ada yang diserahkan selain sesuatu
yang di sewakan itu.*

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, transaksi yang dianjurkan adalah

transaksi yang sama-sama menguntungkan dan atas dasar suka sama suka serta

¥ Helmi Karin, Figh Muamalah , (Bandung: PT Raja Grafindo Persada,1993), him.93.

2% Hashi Ash Shiddieqy,Hukum-Hukum Figh Islam (Tinjauan Antar Mazhab) ,(Semarang:
PT Pustaka Rizki Putra, 2001), him.428.

2! Imam Syafi’l, Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II, (Terjemahan, Ismail Yakub), (Jakarta :
Pustaka Azzam, 2008), him.229-230.
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tidak merugikan salah satu pihak.? Jika praktik tersebut terus berlangsung maka
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melanggar ketentuan yang telah
ditetapkannya, dan praktik tersebut juga bertentangan dengan aturan karena
mengandung unsur ketidakjelaskan. Pihak pengelola juga menambahkan bahwa
mereka kurang mengerti dengan konsep ijarah bi al-manfa’ak dan hubungannya,
serta transaksi yang dianjurkan dalam Islam.

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh
terlepas dari nilai-nilai akidah, syari’at, akhlak dan Harga yang adil.

Harga yang adil dalam Islam adanya suatu harga yang adil telah menjadi
pegangan yang mendasar dan transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi
bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari
komitmen syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga
yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan
(kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang
lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara
adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh
manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.23

Implementasi akad ijarah bi al-manfa’ah telah di terapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pada penetapan harga sewa pantai wisata
Lampuuk vyaitu pengelola berkewajiban membayar harga sewa setiap tahun

sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang telah di gunakan dengan kesepakatan

22 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam( Figh Muamalah), (Jakarta: PT
Raja Wali Pres,2004), him.122.

2% Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam,Ekonomi Islam, (Terj. Ahmad Ikhrom,dkk),(
Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), him. 98.
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bersama pada saat musyawarah di lakukan. Akan tetapi penetapan harga yang
diterapkan tersebut tidak sesuai dengan konsep ijarah bi al-manfa’ah yg
sebenarnya.

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat
mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang
mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati
mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek penimbunan. Rasulullah bersabda:
yang artinya:“ Barang siapa melakukan ikhtikar(penimbunan harta) dengan
bertujuan untuk menaikkan harga atas kaum musllimin maka orang itu berdosa,
dan dia telah bebas dari dzimmah (tanggungan) Allah dan Rasul-Nya. “Perbuatan
tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi
masyarakat. Dalam melakukan transaksi tidak boleh adanya penipuan.?*

Dalam penetapan harga juga tidak dibolehkan adanya kerugian antara
kedua belah pihak, harus untung sama untung, rugi sama rugi. Selain itu,
kedzaliman dapat juga terjadi apabila kenaikan harga yang dilakukan Pemerintah
tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis, sedangkan bagi para pelaku
pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang
ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.?®

Dalam hukum Islam setiap perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis
tetap harus di sepakati, apabila perjanjian itu dilanggar maka telah menjadi
penipuan dan ketidakjelasan dan perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan

hukum Islam. Setiap melakukan perjanjian harus jelas agar tidak terjadi

2433id Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam.., him.88
|bid.
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kesalahpahaman. Begitu juga dengan perjanjian yang telah di buat oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada pengelola pantai wisata lampuuk,
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus menjalankan yang telah di sepakati
bersama supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang-orang lemah.

Dalam hal praktik penetapan harga sewa pantai wisata Lampuuk tersebut
ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi adalah tentang kenaikan harga,
sehingga yang mengetahui suatu kenaikan harga hanya sebelah pihak saja yaitu
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, artinya keputusan hanya di ambil oleh sebelah
pihak saja. Karena itu penetapan harga sewa yang telah di sepakati dan termasuk
dalam unsur ketidakjelasan.Karena pemerintahan Kabupaten Aceh Besar telah
mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan dari Badan pengelola Pantai
Wisata lampuuk.

Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Aceh besar telah menetapkan harga
sewa menurut keputusan besama yaitu Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
dan harga sewa tersebut berubah menjadi Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
tanpa bermusyawah kembali kepada pengelola sehingga memberatkan bagi
pengelola, seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terlebih dahulu
memberitahukan kepada pengelola tentang kenaikan harga kontrak tersebut.

Dalam konsep mu’amalah, ijarah yang sebenarnya adalah ijarah yang
sama menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain serta dengan jalan yang
batil yaitu yang di dasarkan suka sama suka atau rela sama rela seperti yang di

sebutkan dalam Qs.An-Nisa:29.
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Dalam hal praktek yang penulis teliti adanya perubahan harga yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu penetapan
harga sewa yang telah ditetapkan bersama pada musyawarah tidak sesuai apa yang
telah mereka perjanjikan terlebih dahulu. Karena dalam hal sewa-menyewa
barang atau benda yang wujud diisyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan
sifatnya, layaknya harga dalam jual beli, karena ijarah merupakan akad yang
berorientasikan keuntungan, dan ketika harga sudah disepakati maka tidak boleh
berubah-rubah lagi selama periode sewa berlangsung.?®

Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep ijarah
merupakan salah satu bagian dari Figh Mu’amalah. Di mana ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tetentu
melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri.Seperti sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan,
pakaian, dan perhiasan.Apabila itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh
syarat untuk dipergunakan, maka ijarah bi al-manfa’ak ini menurut Ulama Figh

hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.?’

3.3.Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pengelola dalam
Mengembangkan Objek Wisata Pantai Lampuuk.

a. Faktor- faktor yang mendorong perkembangan objek Wisata Pantai

Lampuuk.

26 Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’I, ( Terj. Muhammad Afii,dkk), (Jakarta: Almahira,
2010), him.41.

2T Abdul Aziz Dahlan, Ensikplopedia Hukum Islam,( Jakarta : PT Raja Wali Pres, 2004),
him. 122).
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1. Sarana Penghubung
Perjalanan menuju lokasi objek Wisata Pantai Lampuuk kondisinya
sudah cukup baik. Kendaraan umum yang melewati lokasi wisata
jumlahnya cukuo banyak karena ada jalan yang bias ditempuh ke objek
Wisata Pantai Lampuuk, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke objek
Wisata Pantai Lampuuk menggunkan kendaraan pribadi baik mobil
maupun sepeda motor.

2. Pelayanan, pengelolaan dan perawatan.
Dalam pelayanan, pengelolaan dan perawatan objek wisata ini dikelola
oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat Lampuuk yang secara
operasional dikelola oleh Mukim Lampuuk.
Pelayanan terbaik daru pihak pengelola merupakan salah satu factor
yang penting dalam pariwisata , karena dengan adanya pelayanan yang
baik tersebut maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman
terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Daya tarik
Daya tarik yang ada di objek Pantai Wisata Lampuuk adalah :
e Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih
e Dapat melihat matahari terbit dan terbenam

e Dan memiliki keindahan alam yang mempesona
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4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana yang ada di objek wisata berupa penjualan
karcis, lahan parkir, kios makanan, dan minuman, banana boat,
musalla, tim penyelamat Wisata pantai Lampuuk.

Fasilitas yang tersedia di wisata pantai Lampuuk belum optimal karena
masih memerlukan biaya yang cukup mahal untuk memperbaiki
maupun menyediakannya.

5. Mengadakan Aksi bersih pantai dan sadar wisata.

b. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan objek Wisata Pantali

Lampuuk.

1. Biaya
Kurangnya biaya untuk pembagunan seperti untuk memperluaskan
jalan, membagun mesjid, penginapan dan sebagainya. Dan juga halnya
dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak pengelola
untuk menggaji anggota pengelola, TPA, Keamanan, penjaga tiket,
Guru dan kebersihan Pantai Wisata Lampuuk semuanya di tanggung
oleh pengelola.

2. Adanya daya saing yang semakin ketat dengan daerah lain di luar
kecamatan Lhokga seperti Pasir putih, Ujong Batee, Ulhe Lhe, Water
Boom. Hal ini menimbulkan daya saing yang semakin ketat, apabila
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola kurang maka akan

mengakibatkan berkurangnya pengunjung ke objek wisata .
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3. Masih terdapatnya lahan yang kosong yang belum dimanfaatkan untuk

mengembangkan pariwisata dan kebudayaan.?®

Objek wisata lampuuk termasuk objek wisata yang dikelola oleh Badan
Pengelola Pantai Wisata Lampuuk (imum mukim, para geuchik, dan kepemudaan)
sehingga dalam pengawasan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Aceh Besar.

Salah satu objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Aceh Besar
adalah objek wisata lampuuk. Objek wisata ini telah mulai dikelola secara
tradisional sejak tahun 1986 sebelum tsunami oleh pemukiman Lampuuk, namun
rusak parah diterjang tsunami pada tahun 2004 lalu pada awal tahun 2008 pantai
wisata lampuuk dibangun oleh Pemerintah Aceh besar dan warga Lampuuk.

Sejak awal tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pengelola
berusaha keras untuk mengembangkan kembali Pantai Wisata Lampuuk supaya

pantai lampuuk ini banyak dikunjugi oleh wisatawan lokal maupun nasional.

%% Hasil Wawancara dengan Ruli Hafidhat, SE, MM., Bagian Kasi Pemasaran dan
Promosi Produk Wisata, pada tanggal 28 juli 2017.



BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian
tentang pengelolaan pada pendapatan Pantai Wisata Lampuuk menurut perspektif
akad ijarah bi al-manfa ah, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontrak kerja sama pengelolaan pantai wisata Lampuuk ditandatangani
pada tanggal 1 Januari 2016. Kontrak ini merupakan pengelolaan kawasan
wisata pantai Lampuuk Kabupaten Aceh Besar. Dalam kontrak ini
Pemerintah dan pengelola pantai wisata Lampuuk bersepakat untuk
mengikat diri dalam kontrak selama 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Pengelola
harus membayar nilai kontrak atau uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh
puluh juta rupiah) untuk periode 1 januari 2016 sampai dengan 31
Desember 2016, sedangkan untuk nilai kontrak berikutnya akan
dimusyarwarahkan kembali antara pihak pertama dengan pihak kedua.
Pendapatan yang dhasilkan dari uang tiket diberikan kepada anak yatim,
Guru TPA, fakir miskin di Lampuu, dan untuk mesjid.

2. Penetapan harga sewa pantai wisata Lampuuk ditetapkan berdasarkan
kesepakatan dan musyawarah antara Badan Pengelola Pantai Wisata
Lampuuk dengan Pemerintah, dan pengelola berkewajiban membayar

harga sewa setiap tahun sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang telah
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diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan pada saat musyawarah
tersebut. Adapun harga yang ditetapkan pada saat musyawarah adalah
Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun harga sewa tersebut
berubah menjadi  70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa
bermusyawarah kembali kepada Badan Pengelola Pantai Wisata Lampuuk,
sehingga memberatkan bagi pengelola untuk membayar.

3. Mengenai sistem penetapan harga sewa di pantai lampuuk berdasarkan
analisis penulis ditemukan ketidaksesuaian ditinjau menurut akad ijarah bi
al-manfaah, dalam ketentuan akad ijarah bi al-manfa ‘ah harga yang telah
disepakati dan ditetapkan maka tidak boleh berubah lagi selama periode
sewa berlangsung, namun penetapan harga dibolehkan berubah apabila
adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hukum Islam setiap
perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis tetap harus disepakati, apabila
perjanjian itu dilanggar maka mengandung unsur penipuan dan

ketidakjelasan.

4.2 Saran
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apabila ingin mengubah isi
kontrak dalam penetapan harga, diharapkan agar terlebih dahulu
bermusyarwah kembali dengan pihak pengelola agar tidak tejadi
kesalahpahaman dalam mengelola pantai wisata Lampuuk dan harus ada

bukti yang nyata dalam menetapkan harga kontrak.
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2. Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola pantai wisata
Lampuuk selaku pengelola objek wisata lampuuk sudah cukup baik,
walaupun perlu ditingkatkan dalam hal promosi pantai wisata Lampuuk,
peningkatan kualitas SDM yang lebih baik lagi dalam mengatur parkiran,
dan memberikan pelayanan yang lebih perofesional kepada wisatawan,
bagi wisatawan apabila mengunjungi objek wisata Lampuuk hendaknya
mematuhi syariat Islam yang ada dikawasan pantai wisata Lampuuk.

3. Bagi pengelola diharapkan agar mengembangkan objek wisata lebih baik.
Apabila ada masalah lebih baik diselesaikan dengan musyawarah dan tidak

memakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
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